BAB 1
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara dengan potensi yang sangat besar. Dari sisi
jumlah penduduk Indonesia merupakan negara terbesar keempat di dunia setelah
Tiongkok, India, dan Amerika Serikat. Dengan banyaknya jumlah penduduk yang
ada di Indonesia saat ini maka strategi yang sangat tepat dalam hal melakukan
pendataan kepada masyarakat ialah dengan menggunakan program sensus
penduduk sehingga Indonesia dapat menjadi kekuatan bangsa untuk negara maju.

Badan Pusat Statistik merupakan lembaga pemerintah non kementeriaan
yangdibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1960 tentang sensus
dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1960 tentang Statistik. Kedua Undang-
Undang tersebut digantikan oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang
Statistik. Badan Pusat Statistik (BPS) memiliki peran penting untuk menyediakan
kebutuhandata, yang diperoleh melalui sensus atau survey, bagi pemerintah dan
masyarakat.

Penduduk adalah orang yang mendiami suatu tempat dan telah tercatat
sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku di tempat tersebut.
Komposisi penduduk adalah pengelompokan penduduk yang disusun berdasarkan
atas kriteriapencacahan di seluruh wilayah Indonesia sehingga mendapatkan hasil
karakteristikpada populasi daerah dan diwaktu tertentu.

Program sensus penduduk dilakukan dengan waktu yang sudah ditentukan

oleh peraturan pemerintah, dan ketentuan itu harus mengadakan satu kali dalam



waktu sekurang-kurangnya 10 tahun (Peraturan Pemerintah RI, 1960). Adapun
tujuan dilakukan sensus penduduk ialah untuk mengetahui perkembangan jumlah
penduduk dari satu periode ke periode selanjutnya, mengetahui persebaran serta
kepadatan penduduk di setiap wilayah, mengetahui berbagai atribut social
penduduk, seperti angka kelahiran, kematian dan migrasi.

Ada empat capaian yang ingin diraih dalam program sensus penduduk, yaitu
memperoleh data dasar kependudukan dan perumahan, untuk menghasilkan
sejumlah parameter demografi, untuk estimasi parameter kependudukan
memperoleh data potensi desa, dan menyusun kerangka contoh induk (KCI) yang
akan digunakan sebagai dasar perencanaan survey lain sebelum sensus penduduk
berikutnya (Tukiran, 2016).

Sistem pencacahan dalam sensus penduduk dibagi menjadi dua, yang pertama
adalah sistem de jure. yaitu bagi penduduk yang bertempat tinggal menetap selama
6 bulan atau lebih. Kedua, sistem de facto yaitu bagi penduduk yang tidak bertempat
tinggal menetap di wilayah tertentu tetapi ditemui oleh petugas sensus penduduk
pada saat dilakukan pencacahan (Rahmawati, 2021).

Sensus penduduk pada bulan September tahun 2020 bertepatan dengan adanya
kondisi yang mencemaskan seluruh penduduk di dunia, yaitu dengan adanya
pandemic Covid-19. Wabah Covid-19 berawal dari penemuan penyakit
pneumoniaakut yang diderita oleh warga Wuhan, Provinsi Hubei di China pada
bulan Desember 2019. Kemudian penyakit tersebut diketahui berasal dari virus
yang pandemic corona atau SARS-CoV-2 (Severe Acute Respiratory Syndrome-

related corona virus). Penyakit ini menyebabkan flu, namun disertai infeksi



saluran pernafasan bawah yang akut terutama bagi para orang lanjut usia dan
anak-anak (Shrestha et al., 2022). Sejak saat itu, Covid-19 dengan cepat menyebar
ke seluruhdunia termasuk ke Indonesia pada awal tahun 2020.

Sensus Penduduk 2020 mempunyai dua tahap. Tahap pertama kita memiliki
database sampel panel responden dengan jumlah besar, sampel besar ini haruslah
sampel yang merepresentasikan populasi. Tahap kedua barulah dipilih lagi sampel
yang lebih kecil yang akan digunakan dalam survei. Teknik wawancara bisa
dilakukan dengan wawancara tatap muka, telepon, online, atau gabungan
kombinasi diantara ketiganya. (Abdoellah, 2020)

Sensus Penduduk 2020 mempunyai karakteristik tersendiri karena sejak tahun
1815-2010 program ini tidak pernah dilakukan dua kali dalam 10 tahun yaitu tahun
2020 dan 2022. Padahal sudah tertera pada Peraturan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 1960 Pasal 3 Ayat 1 bahwa Sensus penduduk diadakan pada tahun 1961 dan
untuk selanjutnya diadakan pada tahun-tahun yang dapat dibagi dengan angka 10.
Dapat ditemukan bahwa adanya perbedaan dari sensus penduduk dalam enam kali
sebelumnya dengan sensus penduduk di era Covid-19 yaitu terletak pada proses
pelaksanaan dari program tersebut.

Dengan adanya Covid-19 yang sangat mudah dan cepat menyebar serta
mematikan tersebut, maka tidak mengherankan jika orang-orang sangat khawatir
dan bersikap ekstra waspada. Hal ini terjadi dan ditemukan dalam proses
pelaksanaan sensus penduduk tahun 2020 di mana adanya kekhawatiran terhadap
interaksi antara petugas sensus penduduk, yang merupakan orang luar di luar area

rumah dengan penduduk yang dihubungi secara langsung dari rumah ke rumah.



Dengan demikian, perlu adanya strategi komunikasi yang tepat terhadap penduduk
untuk melaksanakan sensus penduduk 2020 yang mana sensus penduduk sudah
menjadi agenda nasional sejak dari tahun 1815.

Hal ini tentunya juga mengakibatkan para penduduk yang akan dicacah lebih
waspada kepada setiap orang yang datang ke rumah mereka karena khawatiran akan
penyebaran Covid-19 yang sedang mewabah. Apalagi bagi penduduk yang sudah
lanjut usia di atas usia 60 tahun, mereka tentunya dianggap rentan terhadap paparan
penyakit termasuk Covid-19, sehingga membuat kewaspadaan terhadap orang yang
tak dikenal semakin tinggi.

Berdasarkan hasil dari observasi, proses sensus penduduk 2020 di Kecamatan
Kateman para petugas sensus melakukan komunikasi langsung dengan
masyarakat di Kecamatan Kateman dan pada saat sensus penduduk tersebut
masyarakat masihbanyak yang menolak dengan beberapa alasan. Yang pertama,
penolakan dari masyarakat kepada petugas sensus penduduk untuk melakukan
pendataan karena mereka banyak yang takut tertular penyakit Covid-19 walaupun
petugas tersebut memakai alat pelindung diri (APD). Yang kedua, masyarakat
menganggap petugas sensus itu melakukan penipuan. Yang ketiga, Badan Pusat
Statistik menyediakan sensus online tetapi tidak semua masyarakat Kecamatan
Kateman menggunakan sensus online. Jadi, pelaksanaan sensus penduduk yang di
lakukan oleh Badan Pusat Statistik tersebut terhambat karena respon dari
masyarakat kurang baik sehingga proses sensus penduduk itu tidak berjalan

dengan lancar.



Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Kecamatan Kateman Tahun 2020

No Desa / kelurahan Lk Pr Jumlah
1 | Tagaraja 7,112 7,151 14,263
2 | Amal bakti 791 762 1,553
3 | Bandar sri gemilang 1,148 1,003 2,151
4 | Sungai simbar 1,335 1,359 2,694
5 | Kuala selat 278 1,813 2,091
6 | Penjuru 2,180 2,117 4,297
7 | Sungai teritip 1,014 944 1,958
8 | Airtawar 7,856 5,359 13,215
9 | Tanjung raja 1,710 1,557 3,267
10 | Sari mulya 635 486 1,121
11 | Makmur jaya 948 878 1,826
Jumlah 25,007 23,429 48,436

Sumber : SK Rekapitulasi Laporan Kecamatan Kateman, 2020

Hasil Rekapitulasi dari Kecamatan menyatakan bahwa jumlah penduduk di
Kecamatan Kateman sekitar 48.000 orang dengan jumlah laki-laki 25.000 dan
jumlah perempuan 23.000. Menurut dari hasil yang diteliti, laporan jumlah
penduduk Kecamatan dihitung setiap bulan dengan tujuan untuk mengetahui
perkembangan lajunya pertumbuhan jumlah penduduk di Kecamatan Kateman
setiap bulannya.

Tabel 1.2 Jumlah Penduduk Kecamatan Kateman Tahun 2020 Oleh BPS

No Desa / Kelurahan Lk Pr Jumlah
1 | Tagaraja 7,889 7,597 15,486
2 | Amal Bakti 431 400 831
3 | Bandar Sri Gemilang 1,133 1,086 2,219
4 | Sungai Simbar 1,297 1,091 2,388
5 | Kuala Selat 1,216 1,091 2,307
6 | Penjuru 1,826 1,639 3,465
7 | Sungai Teritip 880 802 1,682
8 | Air Tawar 3,332 3,073 6,405
9 | Tanjung Raja 1,372 1,243 2,615
10 | Sari Mulya 383 334 717
11 | Makmur Jaya 632 576 1,208
Jumlah 20,391 18,893 39,284

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2021




Kecamatan Kateman berjumlah 39..000 orang dengan jumlah laki-laki 20 ribu
orang dan jumlah perempuan 18.000 orang. Kegiatan pendataan sensus penduduk
2020 dilakukan pada bulan Agustus hingga September dan diterbitkan kan pada
tahun 2021.

Dapat dilihat perbandingan dari hasil laporan Kecamatan dengan hasil sensus
penduduk oleh BPS mendapatkan hasil yang berbeda, laporan dari Kecamatan lebih
banyak jumlah penduduknya daripada hasil sensus penduduk dari BPS. Ada
beberapa faktor dari kurangnya hasil yang didapatkan oleh BPS karena pada saat
warga yang didatangi oleh petugas mereka sedang tidak berada ditempat, ada
yang sudah pindah keluar dari kecamatan akan tetapi kepindahannya belum
dilaporkan ke Pemerintahan setempat, dan ada juga yang menolak untuk didata.

Hal ini dirasakan oleh peneliti karena bertepatan sebagai petugas Sensus
Penduduk 2020 dan Sensus Penduduk Lanjutan 2022 sehingga ikut merasakan
adanya penolakan dari masyarakat dan sudah di konfirmasi dengan Koordinator
Tim dari Kecamatan Kateman bahwa hal ini memang terjadi. Sebagai
pembuktian, peneliti sudah wawancara dengan salah satu masyarakat di
Kecamatan Kateman. Sebelumnya peneliti ingin menjelaskan bahwa dalam
peraturan dari Badan Pusat Statistik bahwa tidak boleh mencantumkan nama asli
dari masyarakat karena melanggar kode etik dan data tersebut bersifat pribadi,
sehingga didalam penelitianini akan menggunakan nama inisial dari masyarakat.
Seorang perempuan dengan inisial KS umur 31 tahun dan sudah berkeluarga
menolak untuk ikut dalam proses pendataan sensus penduduk dan peneliti sudah

menanyakan beberapa pertanyaan dan salah satunya adalah alasan mengapa tidak



mau untuk didata. KS menjelaskan bahwa “dengan adanya wabah covid-19 ini
saya tidak mau menerima tamu yang datang kerumah dalam waktu yang lama
apalagi dengan orang yang tidak dikenal karena ingin menjaga kesehatan diri dan
keluarga agar tidak terpapar covid-19.

Sensus penduduk 2020 yang dilaksanakan pada saat mewabahnya Covid-19
sangat membutuhkan strategi komunikasi yang tepat agar tujuan pencacahan
penduduk dapat tercapai sesuai yang diharapkan. Selain itu, petugas sensus
penduduk 2020 harus dapat merencanakan strategi apa yang akan digunakan agar
wawancara dengan penduduk dapat dilakukan serta bagaimana agar penduduk
dapat menerima kunjungan petugas sensus tersebut. Petugas tersebut juga harus
mempersiapkan diri dan mental untuk menghadapi fakta di lapangan jika
menemukan adanya respon yang tidak menyenangkan dari penduduk yang akan
dicacahnya. Oleh karena itu, dari serangkaian penjelasan di atas maka ditarik
kesimpulan untuk judul adalah “Strategi Komunikasi Program Sensus
Penduduk Oleh Badan Pusat Statistik Era Covid-19 Di Kecamatan Kateman
Kabupaten Indragiri Hilir”.

1.2. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah yang dapat ditarik ialah
bagaimana strategi komunikasi program sensus penduduk oleh badan pusat statistik

era covid-19 di Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir?



1.3. Tujuan Penelitian
Tujuan yang dapat ditarik dari penelitian ini yakni untuk mengetahui strategi
komunikasi program sensus penduduk oleh badan pusat statistik era covid-19 di
Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir
1.4. Manfaat Penelitian
Dari penelitian tentang strategi komunikasi program sensus penduduk oleh
badan pusat statistik era covid-19 di Kecamatan Kateman diharapkan dapat
menghasilkan manfaat baik dari segi teoritis maupun praktis sebagai berikut.
1.4.1. Manfaat Teoritis
Adapun bagi program studi ilmu pemerintahan dapat menjadi bagian dari
ragam penelitian yang ada atau yang telah dibuat oleh para mahasiswa dan
mampumenjadi referensi dari terciptanya suatu karya ilmiah atau tambahan bahan
bacaan.
1.4.2.Manfaat Praktis
a. Manfaat bagi penulis atau peneliti sendiri yaitu menambah ilmu
pengetahuan khususnya tentang strategi komunikasi program sensus

penduduk.

b. Manfaat bagi pemerintah Kecamatan Kateman vyaitu sebagai bahan
masukan tentang bagaimana strategi komunilkasi yang harus dilakukan badan

pusat statistik pada program sensus penduduk.



